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Abstrak 

Bahwa di dalam suatu perikatan akan mengikat antaran kedua belah pihak dalam 

menati aturan perikatan dalam suatu perjanjian. Timbulnya wanprestasi akibat 

kelalaian maka aka nada sanksi yang harus didapatkan. Perjanjian sebagai sarana 

untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung 

dengan baik, fair dan proporsional sesuai kesepakataan para pihak. Terutama pada 

perjanjian yang bersifat komersial. Akibat dari suatu wanprestasi karena lalainya 

dalam menyepakati kontrak perjanjian. Hubungan hukum antara dua orang atau dua 

pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak 

yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.  

Kata Kunci : Wanprestasi, Perikatan, Perjanjian.  

 

 

 Latar Belakang 

Perjanjian sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan 

dapat berlangsung dengan baik, fair dan proporsional sesuai kesepakataan para pihak. Terutama 

pada perjanjian yang bersifat komersial, Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah 

dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari: Ada pihak-pihak; ada 

persetujuan antara pihak-pihak; ada prestasi yang akan di laksanakan, ada bentuk tertentu lisan 

atau tulisan; ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian; ada tujuan yang hendak di 

capai.Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan 

kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian 

pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, 

kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai  undang-undang bagi para pihak yang 
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membuatnya. Dengan adanya perjanjian kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi dari 

debitur, sedangkan bagi debitur berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Walaupun 

perjanjian dibuat dengan harapan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, 

namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan 

sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. 

 

 

Pembahasan 

 

A. Definisi/Pengertian Perjanjian 

Dalam KUH Perdata perjanjian diatur dalam Buku III ( Pasal 1233-1864) tentang 

Perikatan.  BW menggunakan istilah kontrak dan perjanjian untuk pengertian yang sama. Hal ini 

dapat dilihat jelas dari judul Bab II Buku III BW yaitu: Tentang perikatan-perikatan yang 

dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Pengertian tentang perjanjian atau kontrak beraneka 

ragam,  antara lain: 

Dalam KUH Perdata perjanjian diatur dalam Buku III ( Pasal 1233-1864) tentang 

Perikatan.  BW menggunakan istilah kontrak dan perjanjian untuk pengertian yang sama. Hal ini 

dapat dilihat jelas dari judul Bab II Buku III BW yaitu: Tentang perikatan-perikatan yang 

dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Pengertian tentang perjanjian atau kontrak beraneka 

ragam,  antara lain:perikatan adalah: “Perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, 

berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak 

yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut”. 

Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap  satu orang lain atau lebihDengan demikian 

suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan 

sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat 

sebagai  undang-undang bagi para pihak yang membuatnyaBerdasarkan rumusan pengertian 

perjanjian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari: 

1. Ada pihak-pihak.   

2. Ada persetujuan antara pihak-pihak.   

3. Ada prestasi yang akan di laksanakan.   

4. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan.   

5. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.   

6. Ada tujuan yang hendak di capai.    
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1. Hubungan hukum perikatan dengan perjanjian, dasar mengikat serta akibatnya 

Menurut KUHPerdata perjanjian  merupakan salah satu sumber yang melahirkan 

perikatan yang diatur dalam buku III KUHPerdata, kecuali itu sumber perikatan yang lain adalah 

undangundang, yurisprudensi, hukum tertulis dan tidak tertulis serta ilmu pengetahuan. 

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan 

mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya 

berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. 

Perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi baik karena perjanjian atau 

karena hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum yaitu 

adanya hak (right) dan kewajiban (duty/obligation).Suatu perjanjian yang memenuhi keabsahan 

memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak, dan akibat hukum dari adanya perikatan itu 

adalah: 

1. Para pihak terikat pada isi perjanjian dan juga berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan 

undang-undang (Pasal 1338, 1339 dan 1340 KUHPerdata)  

2. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (good faith) diatur pada Pasal 1338 

ayat 3 KUHPerdata  

3. Kreditur dapat memintakan pembatalan perbuatan debitur yang merugikan kreditur 

(actio pauliana) diatur pada Pasal 1341 KUHPerdata. 

 

2. Subjek dan objek perjanjian 

Subjek perjanjian sama dengan subjek perikatan yaitu pihak-pihak yang terdapat dalam 

perjanjian. Subjek bisa seseorang manusia atau suatu badan hukum. Objek dalam perjanjian  

berupa prestasi, yang berujud memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. 

Mengenai objek perjanjian, diperlukan beberapa syarat untuk menentukan sahnya suatu 

perikatan, yaitu: Objeknya harus tertentu, harus diperbolehkan, dapat dinilai dengan uang, harus 

mungkin.Di dalam suatu perjanjian, lazimnyamemiliki unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Essentialia yaitu bagian yang harus ada dalam suatu perjanjian, jika bagian ini tidak 

ada maka perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak tidak akan tercipta atau terwujud, 

misalnya jika dalam perjanjian jual beli adalah adanya barang yang menjadi objek perjanjian 

serta harga dan barang tersebut. 

b. Naturalia yaitu bagian yang oleh undang-undang dikatakan sebagai bagian yang 

bersifat mengatur. Berdasarkan unsur naturalia tersebut para pihak yang membuat perjanjian 

tidak terikat kepada ketentuan pasalpasal di dalam Buku III KUH Perdata, tetapi para pihak 

boleh mengesampingkan aturan-aturan tersebut dan mengatur kepentingannya sesuai dengan 

kesepakatan para pihak dan apabila para pihak telah mengaturnya secara tersendiri. 
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c. Aksidentalia yaitu bagian dimana undang-undang tidak mengaturnya secara tersendiri, 

tetapi ditambahkan oleh para pihak dalam perjanjian. 

 

3. Syarat sahnya suatu perjanjian 

Pasal 1320 KUHPerdata menentukanempat syarat sahnya perjanjian, yaitu: 

a. Adanya kesepakatan  kedua belah pihak.  

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.  

c. Adanya objek perjanjian  

d. Adanya causa yang halal.   

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihakpihak yang 

mengadakan perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat 

dibatalkan.   

Artinya salah satu pihak dapat mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian 

yang disepakati. Tetapi sepanjang para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu adalah 

tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek 

dari perjanjian. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi 

hukum artinya, bahwa dari semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.    

 

4. Bentuk dan isi perjanjian 

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan.  Ada 3 

bentuk perjanjian tertulis:  

a. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani para pihak yang bersangkutan saja.  

b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tandatangan para pihak .   

c. Perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notariel. 

 

5. Asas-asas dalam hukum perjanjian 

Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah: “Perangkat hukum yang 

hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu”. 

Sejumlah prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Prinsip-

prinsip atau asas-asas utama dianggap sebagai soko guru hukum perjanjian, memberikan sebuah 

gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Satu dan 

lain karena sifat fundamental hal-hal tersebut, maka prinsip-prinsip utama itu dikatakan pula 

sebagai prinsipprinsip dasar. 

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. 

lni berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas 
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tersebut. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum 

dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika 

menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan. 

B. WANPRESTASI TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN 

1. Pengertian prestasi, wanprestasi dan terjadinya wanprestasi 

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “performance” dalam 

hukum perjanjian dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu 

perjanjian oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan 

“term” dan “condition” sebagaimana disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan. 

Apabila perjanjian telah dibuat berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata maka 

konsekuensinya  perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagai 

mana terdapat dalam Pasal1338 ayat (1) KUHPerdata. Apabila salah satu pihak tidak 

melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan disebut wanprestasi. 

Wanprestasi adalah: “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan 

tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.”35 Secara umum wanprestasi 

adalah:  “Suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan 

prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian”.  

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak  tidak memenuhi apa yang menjadi 

kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena 

perjanjian maupun undangundang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak 

disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu 

untuk memenuhi prestasi tersebut  atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.36 

Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu  keadaan, dimana debitur (pihak yang 

berkewajiban) tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang bukan dikarenakan keadaan 

memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi. 

Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah (1320), adanya 

kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa 

ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara 

(apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan). Wanprestasi adalah suatu istilah yang 

menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur. 

 Wanprestasi bisa terjadi karena kesalahan pihak debitur, baik karena kesengajaan 

maupun kelalaian atau karena keadaan memaksa (overmacht) yaitu di luar kemampuan debitur. 

Dengan demikian seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi itu dapat berupa hal-hal 

sebagai berikut yaitu: 
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a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur sama sekali 

tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi 

kreditur/orang lain. Dalam ketidakmampuannya memenuhi prestasinya ini debitur harus 

membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh 

keadaan memaksa (overmacht), karena pihak kreditur juga wanprestasi ataukah karena telah 

terjadi pelepasan hak.  

b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Pada kondisi ini seorang debitur 

melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi tidak sempurna.  Sama halnya dengan di atas 

dalam ketidaksempurnanya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia 

tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa 

(overmacht), karena pihak kreditur juga wanprestasi  

c. Terlambat memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau 

memenuhi prestasinya tapi terlambat. Lagi-lagi dia harus menjelaskan dan membuktikan bahwa 

keterlambatannya memenuhi prestasinya ini disebabkan oleh faktor apa, apakah oleh keadaan 

memaksa (overmacht), ataukah karena pihak kreditur juga wanprestasi.   

d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Pada kondisi ini 

seorang debitur melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian untuk 

dilakukan.    

 

2. Akibat terjadinya wanprestasi 

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:  

a. Perikatan tetap ada 

b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).  

c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur 

wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena 

itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.  

d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari 

kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.  

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) 

dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah 

melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa: 

 a. Pembatalan perjanjian saja  

b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga.  

c. Pemenuhan kontrak saja, dimana  kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari 

debitur.  
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d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan 

prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitu (Pasal 1267 KUH Perdata).  

e. Menuntut penggantian kerugian saja.  

 

Kesemua persoalan di atas akan membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah 

melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat atau hukuman berupa:  

1. Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Dengan 

demikian pada dasarnya, ganti-kerugian itu adalah ganti-kerugian yang timbul karena debitur 

melakukan wanprestasi. Menurut ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti-kerugian itu terdiri 

atas 3 unsur, yaitu :  

a. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah 

dikeluarkan.  

b. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang 

diakibatkan oleh kelalaian debitur.  

c. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur 

apabila debitur tidak lalai.  

2. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Pembatalan perjanjian atau pemecahan 

perjanjian bertujuan membawakedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian 

diadakan.  

3. Peralihan Risiko, Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi 

suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek 

perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUH perdata.   

 

3. Upaya Perlindungan Terhadap Para Pihak Akibat Wanprestasi  

Salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian adalah prinsip 

perlindungan kepada para pihak, terutama pihak yang dirugikan.  

 

 

Kesimpulan 

Perjanjian yang telah dibuat berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata berlaku sebagai 

undang-undang bagi para pihak sebagai mana terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. 

Namun dalam prakteknya, kadang apa yang diperjanjikan tidak dilaksanakan olehsalah satu 

pihak atau disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah: “Suatu keadaan dimana seorang debitur 

(berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam 

suatu perjanjian”. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. 
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Wanprestasi dapat berupa: Sama sekali tidak memenuhi prestasi; prestasi yang dilakukan tidak 

sempurna; terlambat memenuhi prestasi; melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk 

dilakukan. 

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) 

dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan 

wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa: Pembatalan 

perjanjian; pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian; pemenuhan 

perjanjian disertai tuntutan ganti rugi;  atau menuntut penggantian kerugian saja.Salah satu 

prinsip yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan bagi para 

pihak, terutama pihak yang dirugikan.  
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